
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
NOMOR :f- TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 
TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nornor 
10 Tahun 2008 ten tang Bangunan dan Izin 
Mendirikan Bangunan disesuaikan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi dan rnenyesuaikan dengan kebutuhan 
daerah gun a menjamin penyelenggaraan 
pelayanan di bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang; 

b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Bangunan dan Izin 
Mendirikan Bangunan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2013); 

3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik [ndonesia 
Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangun Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
4247}; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesja Nomor 4444); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Vndang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 

10. Undang-Vndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Perrnukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188}; 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679}; 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 11, Tarn bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6018}; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3955) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tah un 
2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha 
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20 10 Nomor 157); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 
ten tang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 
tentang Perubahan Keliga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
243, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5949); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4532); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 
tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta 
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5160); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 lzin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5285); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 
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Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 
21. 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan K~u~ngan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kah d1ubal"1: 
terakh~ dengan Peraturan Menteri Dalam Negen 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perub~han Kedua 
Atas Peraturan Menteri Oalam Negen Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelol~ 
Keuangan Oaerah (Serita Ne~ara Republik 
lndonesia Tahun 20 l l Nomor 3 lO), 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 

22. 2006 ten tang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pin.tu; 
23. Peraturan Menteri Peker3aanp dUmum ~::~: 

30/PRT/M/2006 tentang e oman 
Fasilitas dan Aksebili tas Pada Bangunan Gedung 

dan Lingku ngan; 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tah~n 

2010 tentang Pedoman Pemberian Iz~n 
Mendirikan Sangunan (Serita Negara Republtk 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 276) ; 

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 
tentang lzin Mendirikan Sangunan Gedung 
(Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2016 
Nomor 276); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
10 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Izin 
Mendirikan Sangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 101); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung 
Mas (Lembaran Oaerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2016 Nomor 236); 

Den gan Persetuj uan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GUNUNG MAS 
dan 

SUPATI GUNUNG MAS 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 
TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN 
BANGUNAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Kabu paten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2008 
Tentang Bangunan dan lzin Mendirikan Bangunan 



-5-

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2008 Nornor 101), diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasa1 1 angka 15 diubah, sehingga Pasal 

1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa11 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta 

Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Gunung Mas, yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

5 . Dinas Pekerjaan Urnum adalah Dinas 
Pekerjaan Urnum Kabupaten Gunung Mas. 

6. Badan Panasehat Teknis Bangunan adalah 
Lem baga Independen yang anggotanya terd i ri 
dari para ahli yang bertugas memberikan 
nasehat, pendapat dan masukan dalam menilai 
rancangan, pelaksanaan dan pemanfaatan 
bangunan gedun g. 

7. Bangunan dalam wujud fisik basil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas dan atau di dalam tanah dan 
atau air, yang berfungsi sebagai tempat tingga1, 
kegjatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, buadaya maupun kegiatan khusus. 

8. Bangunan Permanen adalah bangunan yang 
ditinjau dari segi konstruksi dan umum 
bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. 

9. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan 
yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur 
bangunan dinyatakan. antara 5 tahun sampai 
dengan 15 tahun. 

10. Bangunan Sementara/Darurat adalah 
bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi 
dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 
tahun. 

11. Kap ling/ Pekarangan adalah suatu perpetakan 
tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah 
Daerah dapat dipergunakan untuk tempat 
mendirikan bangunan. 

12. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan 
mengadal<an bangunan seluruhnya atau 
sebagian termasuk pekerjaan mengga1i, 
menimbun atau meratakan tanah yang 
berhubungan dengan pekerjaan mengganti 
bagian bangunan tersebut. 
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13. Mengubah Bangunan adalah peke1jaan 
mengganti dan atau menambah bangunan yang 
ada, termasuk pekerjaan mem bongkar yang 
berhubungan dengan pekeijaan mengganti 
bagian bangunan tersebut. 

14. Merobohkan bangunan adalah peke1jaan 
meniadakan sebagian atau seluruhnya bagian 
bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan 
dan atau konstruksi. 

15. Ga1is Sempadan adalah gar1s yang membatasi 
jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu 
massa bangunan gedung terhadap batas lahan 
yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, 
batas tepi sungai/panta1, jalan kereta api, 
rencana saJuran, dan/atau jaringan listrik 
tegangan tinggi. 

16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya 
dis1ngkat KDB adalah bllangan pokok atas 
perbangingan antara total luas lantai dasar 
bangunan dengan luas kapling/pekarangan. 

17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya 
disingkat KLB adalah bilangan pokok atas 
perbandingan antara total luas lantai dasar 
bangunan dengan luas kapling/pekarangan. 

18. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya 
disingkat KDH adalah bilangan pokok atas 
perbandingan antara luas daerah hijau dengan 
luas kapling/pekarangan . 

19. Tinggi Bangunan adaJah jarak yang diukur dari 
permukaan tanah, dimana bangunan tersebut 
didirikan, sampai dengan titik puncak dari 
bangunan. 

2 . Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) diubah, 
sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 68 

( 1) Pl MB diajukan sendiri oleh perseorangan atau 
Bidang Hukum atau oleh suatu pihak yang 
diberi kuasa olehnya, Kepada Bupati melalui 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu . 

(2) PIMB diajukan secara tertulis dengan mengisi 
lembar isian yang d isediakan oleh instansi 
yang berwenang dengan d ibu buhi meterai 
secukupnya. 

(3) Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberi tanda 
terima PIMB kepada pemohon lMB setelah 
semua persyaratan yang ditentukan dalam 
isian lembar PIMB di pen uhi. 
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(4) Selain meng1s1 lembar 1s1an PlMB 
sebagairnana dimaksud pad a ayat (3), 
Pemohon wajib melampirkan: 
a. salinan surat bukti pemilikan tanah yang 

bersangkutan/sertifikat/surat keterangan 
pendaftaran tanah/syarat pelimpahan 
penggunaan tanah yang sah yang dilegalisir 
oleh Lurah/Kepala Desa setempat; 

b. bestek bangunan; 
c. gambar situasi; 
d. gambar rencana bangunan; 
e. perhitungan struktur untuk bangunan 

bertingkat (lebih dari 2 Ian tai); 
f. advice Camat setempat; 
g. nama perencana, pelaksana dan 

pengawasan untuk bangunan tertentu; 
h. persetujuan tetangga untuk bangunan: 

1. bertingkat 2 (dua) atau lebih; 
2. bangunan yang dibangun kurang 2 

(dua) meter dari batas tanah; dan 
3. bangunan untuk kegiatan yang dapat 

menimbulkan gangguan. 
1. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) tahun yang terakhir. 

3. l<etentuan Pasal 112 ayat (2) dan ayat (3) diubah, 
sehingga Pasal 112 berbunyi sebagaimana berikut: 

Pasal 112 

(I) Untuk bangunan baru, pengajuan IPB 
dilakukan bersamaan dengan pengajuan 1MB. 

(2) PIPS diajukan secara tertulis oleh perorangan, 
badan/lembaga dengan mengisi formulir yang 
disediakan Kepada Bupali melalui Kantor 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan diteliti oleh Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas 

(3) Formulir isia n PIPB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati. 

4. Ketentuan Pasal 120 diubah , sehingga Pasal 120 
berbunyi sebagaimana berikut: 

Pasal 120 

(1) Bangunan yang telah didirikan dan digunakan 
yang telah memiliki 1MB sebelum Peraturan 
Daerah ini ditetapkan dianggap telah memiliki 
IMB/IPB menurut Peraturan Daerah m1 
sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan rencana tata ruang. 
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Pemilik bangunan yang memiliki 1MB, dalam 
tempo 1 (satu) tahun terhit ung sejak tanggal 
pengundangan Peraturan Daerah ini wajib 
mengajukan kepada Bupati m elalu i Dinas 
Penan aman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. 

PASAL II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Daerah m1 dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten 
Ounung Mas. 

Ditetapkan di Kuala Ku run 
pada tanggal 2 Mei 2018 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

ARTON S. DOHONG 
Diundangkan di Kuala Kuru n 
pada tanggal 14 Mei 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

ttd 

Y ANSITERSON 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 
NOMOR256 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGlAN HUKUM, 

4bi,~ ==-
GUANHI;;:sH 

NIP. 19651110199203 1013 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 7, 27/2018. 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
NOMOR 1- TAHUN 2018 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHON 2008 

TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

I. UMUM 

Dcngan berlakunya Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 
ten tang Perangkat Daerah yang mengatur mengenai nomenklatur 
di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga menimbulkan 
perubahan nomen klatur Perangkat Daerah di Kabupaten Gunung 
Mas yang menangani urusan pemerintahan di bidang pelayanan 
terpadu satu pintu. Perubahan Peraturan Daerah ini dilakukan 
sebagai konsekuensi perubahan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 

Cukup jelas. 
Pasal II 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
NOMOR ;is (;, 


